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ABSTRACT 
Differences of perception in the fisheries resources management in the area of  Karimunjawa National Park (KNP) is 
still perceived by all stakeholders, especially the Karimunjawa National Park Officer (KNPO) as authorities. As 
KNPO, attempts to communicate with the fishermen, even with using of communication media, such as notice boards, 
poster, leaflet, and implementation of the No Take Zone Campaign Program. Fishermen believe that the lack of 
information due to lack of communication, so KNPO regarded as enemies of fishermen. The purpose of this study was 
to analyze the perception of fishermen on aspects of fisheries resources management, resulting in conflict due to 
differences in perception. This study has revealed that the social characteristics (age and experience of fisheries 
resources management) and trust of KNPO correlated to perception of fishermen in fisheries resources management 
aspects. The characteristics of fishermen who have different perceptions with KNPO were fishermen who lived near 
KNPO office, fishermen who did not participate in the activities of KNPO, young age, and fishing experience is still 
lacking.    
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ABSTRAK 
Perbedaan persepsi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) 
masih dirasakan oleh para pemangku kepentingan terutama pihak Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ) 
sebagai pemegang otoritas. Pihak BTNKJ berupaya untuk berkomunikasi dengan nelayan, bahkan dengan 
menggunakan media komunikasi, seperti papan pengumuman, poster, leaflet, dan pelaksanaan Program Kampanye 
Zona Inti. Nelayan beranggapan bahwa masih kurang mendapatkan informasi karena kurangnya komunikasi, 
sehingga BTNKJ dianggap sebagai musuh nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi 
nelayan terhadap aspek pengelolaan sumberdaya perikanan, sehingga menyebabkan konflik akibat perbedaan 
persepsi. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa karakteristik sosial (umur dan pengalaman pengelolaan 
sumberdaya perikanan) dan bentuk kepercayaan terhadap pihak BTNKJ berhubungan dengan persepsi nelayan 
terhadap aspek pengelolaan sumberdaya perikanan. Ciri-ciri nelayan yang memiliki perbedaan persepsi dengan 
BTNKJ adalah nelayan yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kantor BTNKJ, nelayan yang tidak diikutsertakan 
dalam kegiatan BTNKJ, umur yang masih muda, dan pengalaman melaut yang masih kurang.  
 
Kata kunci: media komunikasi, persepsi, konflik  
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PENDAHULUAN 
Kawasan konservasi perairan 
Indonesia memiliki luas 15.764.210,85 
ha (Direktorat Konservasi Kawasan dan 
Jenis Ikan 2013), sehingga diperlukan 
adanya upaya pengelolaan kawasan. 
Salah satu bentuknya berupa taman 
nasional laut yang dikelola oleh Balai 
Taman Nasional Karimunjawa 
(BTNKJ) di bawah pengawasan 
langsung dari Kementerian Kehutanan 
yang memiliki luas sebesar 111.625,0 
ha. Pengelolaan TNKJ berupa sistem 
zonasi yang penetapannya dilakukan 
oleh pemerintah pusat melalui SK 
Dirjen PHKA No. 127/Kpts/DJ-
VI/1989. Sejak penetapan taman 
nasional tersebut, konflik kepentingan 
dalam pengelolaan sumberdaya antar 
stakeholders tidak dapat dihindari. 
Pendekatan sentralistik masih dominan 
dalam perkembangan program kawasan 
konservasi di Indonesia, meskipun 
hukum otonomi lokal telah dibuat tahun 
1999 yang otoritasnya pengelolaan 
sumberdaya perikanan diberikan kepada 
pemerintah lokal (Satria et al. 2006). 
Selanjutnya, revisi zonasi dilakukan 
dengan dikeluarkannya SK Dirjen 
PHKA No. 79/IV/Set-3/2005 dan 
diperbaharui kembali dengan SK Dirjen 
PHKA No. 28/IV-Set/2012, namun 
hanya melibatkan elemen masyarakat 
tertentu. 
Purwanti et al. (2008) 
memaparkan bahwa adanya perbedaan 
kepentingan dan permasalahan yang 
dihadapi TNKJ telah menimbulkan 
konflik karena adanya perbedaan 
interpretasi terhadap aturan (BTNKJ 
dan Pemda Kabupaten Jepara dalam hal 
pemanfaatan ruang dan kewenangan 
pengelolaan TNKJ) dan antara BTNKJ 
dengan masyarakat Karimunjawa 
karena kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap tujuan 
pengelolaan. Selain itu, Satria et al. 
(2013) menyatakan bahwa adanya 
TNKJ dianggap tidak pernah 
melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan nelayan.  
Konflik kepentingan dalam 
pemanfaatan sumberdaya juga terjadi di 
beberapa taman nasional laut di 
Indonesia. Dalam penelitian Sembiring 
et al. (2010) di Taman Nasional Teluk 
Cenderawasih (TNTC) terdapat zona 
inti (“zona tabungan”) yang  membatasi  
ruang  gerak nelayan tradisional. 
Begitupula dengan penelitian Hanan 
(2010) di Taman Nasional Wakatobi, 
masih terdapat masyarakat yang 
memiliki persepsi negatif terhadap 
taman nasional yang dianggap sebagai 
bentuk pengusiran masyarakat dari 
wilayah kelola. 
Konflik ini tidak hanya terjadi di 
taman nasional Indonesia, namun terjadi 
pula di kawasan konservasi laut luar 
Indonesia. Menurut persepsi para 
nelayan, adanya kawasan konservasi 
telah menyebabkan penurunan dalam 
penangkapan ikan, meskipun nelayan 
menangkap ikan hanya untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup. Secara 
umum nelayan kurang memahami 
mengenai aturan dan lokasi garis batas 
(zona). Pihak pengelola kawasan 
konservasi laut dianggap kurang dalam 
menyampaikan informasi tersebut 
karena komunikasi antara pihak-pihak 
terkait tidak berjalan dengan baik 
(Castro dan Cruz 2009, Trung Ho et al. 
2012, Hamilton 2012, Jentoft et al. 
2012, serta Bennett dan Dearden 2013). 
Beberapa hasil penelitian yang telah 
dikemukakan, menunjukkan bahwa baik 
di kawasan konservasi laut di Indonesia 
maupun luar Indonesia, masih belum 
menjelaskan mengenai adanya 
perbedaan persepsi dapat memicu 
timbulnya konflik. Dengan demikian, 
penelitian tentang hal tersebut menjadi 
penting untuk dilakukan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis hubungan karakteristik 
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sosial dan tingkat kepercayaan dengan 
persepsi pengelolaan sumberdaya 
perikanan di kawasan TNKJ. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pengelolaan sumberdaya 
perikanan tidak terlepas dari adanya 
perbedaan kepentingan di antara para 
stakeholder terkait. Konflik “ada 
bilamana terjadi saat tidak sesuai 
dengan aktivitas” (Deutsh 1973 dalam 
Gudykunst dan Kim 1997). Konflik 
tidak dapat dihindari dalam setiap 
hubungan yang berlangsung. Konflik 
dapat muncul dari persepsi yang 
bertentangan. Gifford (1987) 
menyatakan bahwa persepsi manusia 
terhadap lingkungan dipengaruhi oleh 
karakteristik personal, karakteristik 
budaya, dan karakteristik fisik dari 
lingkungan itu sendiri. Hal lain yang 
mempengaruhi persepsi adalah 
kepercayaan. Persepsi terhadap aspek 
pengelolaan sumberdaya perikanan 
(Ruddle 1999 dalam Satria 2009) 
difokuskan pada batas wilayah berupa 
zonasi, aturan, pemegang otoritas, dan 
sanksi.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian dirancang dengan 
menggunakan kombinasi pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif dengan 
menggunakan metode survai yang 
bersifat deskriptif korelasional 
(Singarimbun dan Effendi 2008). 
Penelitian dilaksanakan di kawasan 
Taman Nasional Karimunjawa dengan 
pemilihan Desa Karimunjawa, 
Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten 
Jepara. Penelitian dilaksanakan pada 
bulan Desember 2014 sampai Januari 
2015. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini adalah 46 orang nelayan yang 
dilakukan dengan pengambilan sampel 
acak sederhana. Analisis statistik 
menggunakan korelasi Rank Spearman 
dan Chi-Square. Pengolahan data 
menggunakan Microsoft Excel 2007 
dan SPSS 20.0  
 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Nelayan Karimunjawa 
Umur responden nelayan 
termasuk kategori sedang, yaitu antara 
34-47 tahun. Pada kisaran umur ini, 
responden termasuk dalam usia 
produktif karena secara fisik 
memungkinkan nelayan untuk bekerja 
secara optimal. Selain itu, nelayan 
relatif lebih mudah menerima informasi, 
baik dari masyarakat setempat maupun 
nelayan pendatang dari luar desa, 
meskipun masih bersifat lokalit. 
Sebagian besar tingkat pendidikan 
formal responden termasuk kategori 
rendah. Hampir seluruh nelayan di 
Karimunjawa memulai pekerjaan 
menjadi nelayan sejak kecil pada saat di 
sekolah dasar.  Kondisi ini disebabkan 
faktor ekonomi yang menuntut anak-
anak bekerja membantu orang tua. 
Pengalaman sebagian besar 
nelayan (50%) dalam mengelola 
sumberdaya perikanan termasuk 
kategori rendah, yaitu 8-22 tahun. Hal 
ini disebabkan nelayan memiliki 
pekerjaan sampingan sebagai pemandu 
wisata (tour guide), akibat 
perkembangan pariwisata yang terus 
meningkat di Karimunjawa. Terdapat 
nelayan responden (10,87%) mencoba 
pekerjaan lain, seperti bekerja di mebel, 
tukang bangunan, dan jasa angkutan 
barang sebagai upaya diversifikasi 
pendapatan. Mayoritas responden 
berasal dari Karimunjawa yang 
mempunyai latar belakang orang tua 
berasal dari suku Jawa, Madura, Bugis, 
dan Buton. Sebagian besar penduduk 
asli Karimunjawa sudah bermigrasi ke 
daerah lain.  
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Kepercayaan 
Berdasarkan Tabel 1, lebih dari 
50% responden memiliki tingkat 
kepercayaan yang masih rendah 
terhadap BTNKJ. Hal ini karena 
BTNKJ masih belum mampu 
menjelaskan aturan yang berlaku 
kepada nelayan, sehingga kesadaran 
nelayan agar patuh terhadap aturan 
masih rendah. Komunikasi yang terjalin 
di antara BTNKJ dan nelayan juga 
dapat dikatakan tidak efektif karena 
pihak BTNKJ hampir tidak pernah 
berbaur dengan nelayan. Nelayan 
beranggapan bahwa kepercayaan 
masyarakat tidak akan terbentuk selama 
belum terjalin komunikasi yang baik 
antara pihak BTNKJ dengan nelayan.  
 
Tabel 1   Persentase responden nelayan 
menurut tingkat kepercayaan 
terhadap BTNKJ di Desa 
Karimunjawa, 2015 
Tingkat 
kepercayaan 
terhadap BTNKJ 
Persentase (%) 
Rendah 54.35 
Sedang  28.26 
Tinggi 17.39 
Total         100.00 
 
Menurut Satria et al. (2013), 
kepercayaan nelayan terhadap BTNKJ 
berada di urutan ketiga setelah juragan 
dan LSM Wildlife Conservation Society 
(WCS) dalam penyampaian upaya 
konservasi. Bennett dan Dearden (2013) 
mengungkapkan bahwa nelayan di 
sekitar kawasan konservasi Thailand 
sering tidak percaya terhadap 
Departemen Taman Nasional, 
Margasatwa, dan Konservasi Tanaman 
(DNP) dan beranggapan lebih baik 
masyarakat yang melindungi kawasan. 
Ongare et al. (2013) menyatakan bahwa 
secara umum penduduk tidak 
mempercayai orang luar dan adanya 
batasan bahasa dalam penerapan 
komunikasi. Ditinjau dari perspektif 
kepercayaan, orang yang dituakan dan 
pertemuan komunitas menjadi saluran 
komunikasi yang paling efisien karena 
adanya akses, keakraban, dan 
kurangnya hambatan bahasa. Berbeda 
pada hasil penelitian Jentoft et al. 
(2012), nelayan di Lira merasa percaya 
dan diberdayakan karena terdapat 
hubungan personal dengan 
pemerintahan dan ilmuwan terkait 
dengan kawasan konservasi laut.   
 
Media Komunikasi  
Komunikasi terbentuk dalam 
penyampaian pesan (informasi) dari 
pihak BTNKJ sebagai pengirim pesan 
(sender) kepada masyarakat terutama 
nelayan (receiver). Dalam hal ini, 
penggunaan media komunikasi sebagai 
salah satu sarana untuk penyampaian 
pesan sudah terealisasi di kawasan 
TNKJ. Pembuatan media dilakukan 
dengan cara pembuatan poster dan 
leaflet keanekaragaman hayati pada 
tahun 2002 dan 2003. Lalu, pada tahun 
2004, adanya pembuatan leaflet 
pengelolaan TNKJ (dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris), serta pembuatan 
leaflet wisata alam Karimunjawa 
(BTNKJ 2008). Selain itu, adanya 
Program Kampanye RARE Pride yang 
memfokuskan pada Kampanye Zona 
Inti yang merupakan salah satu program 
kerjasama antara BTNKJ, LSM WCS, 
dan LSM RARE. Program ini 
berlangsung pada tahun 2011-2012 dan 
merupakan salah satu upaya untuk 
memberikan informasi kepada nelayan 
tentang zona inti.  
Pada hasil penelitian 
Widyatmoko et al. (2012),  media 
komunikasi dalam Program Kampanye 
Zona Inti yang mampu menyampaikan 
efek komunikasi dua arah berupa SMS 
(Short Message Service) sebesar 35.5% 
dengan interval penerimaan SMS 
sebanyak 21-30 kali. Kegiatan ini 
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dinamakan SMS blast. Selain SMS 
blast, terdapat kegiatan lainnya (BTNKJ 
2012), seperti pemasangan spanduk, 
poster, penempelan stiker tanda batas 
zona inti, iklan layanan masyarakat 
melalui RRI Semarang, dan sebagainya. 
Namun demikian, sebagian besar 
masyarakat nelayan masih belum 
mengerti maksud dari penggunaan 
media tersebut dan hanya selintas 
melihat dan mendengar karena 
kurangnya komunikasi terhadap 
informasi yang disampaikan. Kampanye 
RARE Pride masih berlanjut di tahun 
2013, namun tidak lagi difokuskan pada 
Kampanye Zona Inti. Kampanye yang 
dilakukan pada tahun 2013, yaitu 
mengenai pengambilan ikan kerapu 
sesuai dengan ukurannya serta zona 
pemanfaatan wisata. Hal ini membuat 
masyarakat berpersepsi negatif kembali 
terhadap BTNKJ karena penyampaian 
pesan hanya berdasarkan program. 
Papan pengumuman juga 
digunakan sebagai media komunikasi. 
Papan-papan ini biasanya ditaruh di 
pinggir jalan agar orang yang melintas 
dapat melihatnya. Salah satu contoh 
papan pengumuman adalah larangan 
menangkap dan mengambil ikan dengan 
menggunakan bom, potasium, dan 
kompresor. Penggunaan bom dan 
potasium dapat merusak terumbu 
karang dan mematikan ikan-ikan kecil, 
serta penggunaan kompresor dapat 
merusak kesehatan yang dapat 
mengakibatkan kelumpuhan bahkan 
kematian. Namun demikian, masih 
terdapat nelayan yang tidak peduli 
dengan penjelasan pada papan tersebut. 
Penggunaan kompresor masih banyak 
digunakan oleh nelayan tembak di 
Dusun Lego, Desa Karimunjawa. Para 
nelayan ini beranggapan bahwa dengan 
menggunakan alat bantu kompresor, 
pendapatan akan meningkat. Pihak 
BTNKJ sudah melakukan upaya kerja 
sama dengan LSM WCS untuk 
melakukan sosialisasi mengenai 
kompresor, namun para nelayan tembak 
ini tetap melakukan penangkapan ikan 
dengan menggunakan alat bantu 
kompresor. 
 
Persepsi 
Persepsi Nelayan terhadap Zonasi 
Berdasarkan Tabel 2, dapat 
diketahui bahwa persepsi responden 
terhadap zonasi adalah merugikan bagi 
nelayan. Hal ini disebabkan oleh zona 
inti lebih luas daripada zona yang lain, 
zona inti dekat dari kawasan 
penangkapan ikan, dan di sekitar 
kawasan zona inti tidak terdapat tanda 
batas yang jelas (pelampung atau buoy 
yang berwarna merah). Sebagian besar 
nelayan mengetahui maksud dari 
pembuatan zona inti dan lokasi zona inti 
dengan adanya informasi yang 
didapatkan (dari teman sesama nelayan, 
kampanye zona inti, dan sebagainya) 
dan nelayan cenderung mematuhinya 
karena takut dengan sanksi. Namun 
demikian, masih terdapat nelayan yang 
memasuki kawasan zona inti karena 
dianggap tidak ada yang 
mengetahuinya. Nelayan yang berani 
menangkap ikan di sekitar kawasan 
zona inti dilakukan pada malam hari. 
Itupun hanya dilakukan oleh sebagian 
kecil nelayan, mengingat sanksinya 
relatif berat. 
 
Tabel 2 Persentase persepsi responden 
nelayan terhadap zonasi di 
kawasan TNKJ, Desa 
Karimunjawa, 2015  
Persepsi responden 
nelayan terhadap zonasi 
Persentase 
(%) 
Merugikan 52.17 
Cukup merugikan 36.96 
Menguntungkan 10.87 
Total    100.00 
 
Hal ini didukung oleh hasil 
penelitian Sembiring (2010) yang 
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mengungkapkan bahwa penetapan 
zonasi Taman Nasional Teluk 
Cenderawasih telah membatasi ruang 
gerak nelayan tradisional khususnya di 
zona inti yang merupakan “zona 
tabungan”. Hal ini menimbulkan 
konflik karena dalam zona inti terdapat 
hasil laut yang melimpah. Hasil 
penelitian Trung Ho et al. (2012), 
beberapa responden di Nha Trang dan 
Con dao, Vietnam mempersepsikan 
perkembangan kawasan konservasi 
memiliki dampak negatif terhadap 
kehidupan terutama bagi keluarga yang 
menangkap ikan di kawasan yang saat 
ini dijadikan zona inti dalam kawasan 
konservasi. McClanahan et al. (2014) 
mengungkapkan bahwa persepsi paling 
negatif terhadap batasan ditemukan di 
desa-desa dekat kawasan penutupan 
penangkapan ikan karena terdapat 
ketergantungan terhadap sumberdaya 
laut dan angka yang tinggi dalam 
pekerjaan per rumah tangga, tetapi tidak 
menggantungkan hidupnya pada 
pertanian, peternakan dan pariwisata. 
Hasil penelitian Castro dan Cruz (2009) 
tidak sepakat karena sebagian besar 
nelayan komersial di Alentejo pada 
tahun 2008, menyetujui adanya 
keberlanjutan larangan mengambil 
cadangan laut di beberapa kawasan 
konservasi. 
Persepsi BTNKJ terhadap zonasi 
TNKJ adalah menguntungkan bagi 
nelayan karena ikan yang masuk dapat 
berkembangbiak di dalam zona inti dan 
dapat ditangkap kembali oleh nelayan 
jika ikan-ikan tersebut sudah besar dan 
keluar dari zona inti. Berbagai macam 
jenis ikan dapat dilestarikan dengan 
adanya zona inti.   
 
Persepsi Nelayan terhadap Aturan  
Berdasarkan Tabel 3, dapat 
disimpulkan bahwa persepsi responden 
terhadap aturan BTNKJ termasuk 
banyak dan ketat. Sebagaimana 
diketahui bahwa aturan yang telah 
dibuat sudah baik karena melalui proses 
dalam pembuatannya. Namun demikian, 
aturan yang banyak dan harus dipatuhi 
serta ketatnya aturan tersebut 
mengakibatkan sebagian besar nelayan 
merasa terkekang untuk melaut di 
wilayahnya sendiri. Informasi mengenai 
aturan didapatkan dari teman sesama 
nelayan, LSM WCS, BTNKJ, dan DKP. 
Aturan yang terdapat di kawasan TNKJ 
meliputi larangan memasuki zona inti, 
larangan mengambil jenis ikan yang 
tidak diizinkan untuk ditangkap, 
larangan penggunaan alat tangkap yang 
tidak ramah lingkungan, dan larangan 
menangkap ikan pada musim ikan 
berkembangbiak. 
Hasil penelitian Jentoft et al. 
(2012), terlihat sama dengan kondisi di 
BTNKJ, nelayan di L’Estartit-Medes 
Islands dan La Restinga 
mempersepsikan bahwa aturan dari 
kawasan konservasi dianggap tidak adil 
bagi nelayan, namun berbeda dengan 
nelayan di Lira yang mempersepsikan 
bahwa aturan sudah memadai untuk 
mencapai tujuan kawasan konservasi. 
Bennett dan Dearden (2013) 
menunjukkan bahwa terdapat dampak 
minimal pada nelayan karena peraturan 
DNP mengizinkan nelayan skala kecil 
memancing di kawasan konservasi 
sepanjang nelayan mengikuti aturan 
Departemen Perikanan atau peraturan 
DNP tidak secara teknis mengizinkan 
penangkapan ikan  di kawasan 
konservasi, tetapi pengelola tidak 
memaksakan peraturan. Begitupula 
dengan hasil penelitian McClanahan et 
al.(2014), aturan mengenai penutupan 
kawasan, tidak menguntungkan dan 
mengurangi daerah tangkapan ikan serta 
terdapat pembatasan alat tangkap, maka 
tidak dapat menangkap jenis ikan 
tertentu, dan tidak menguntungkan jika 
jenis ikan dipilih. 
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Tabel 3 Persentase persepsi responden 
nelayan terhadap aturan 
BTNKJ, Desa Karimunjawa, 
2015 
Persepsi responden 
nelayan terhadap aturan 
BTNKJ 
Persentase 
(%) 
Banyak dan ketat 54.35 
Banyak namun tidak ketat 41.30 
Tidak banyak dan tidak 
ketat 
  4.35 
Total     100.00 
 
Persepsi BTNKJ terhadap aturan 
adalah aturan di kawasan TNKJ dibuat 
untuk menjaga keseimbangan ekosistem 
dan demi kesejahteraan nelayan. 
Nelayan juga diikutsertakan dalam 
pembuatan rezonasi pada tahun 2011, 
sehingga aturan yang dibuat tidak 
bersifat top-down. Pihak BTNKJ 
menganggap bahwa pola pikir dan 
tingkat kesadaran nelayan terhadap 
sumberdaya alam masih rendah. 
Pelanggaran aturan di kawasan TNKJ 
masih terjadi hingga saat ini. Para 
nelayan dianggap belum mampu 
memikirkan keberlanjutan dan 
kelestarian sumberdaya hayati perairan.  
Kebijakan antara BTNKJ dan 
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 
dalam kawasan TNKJ mengalami 
tumpang tindih, sehingga 
mengakibatkan nelayan kurang 
memahami aturan yang harus dipatuhi. 
Aturan yang berlaku menurut BTNKJ di 
bawah Kementerian Kehutanan 
(Kemenhut) mengacu pada UU No 5 
Tahun 1990 serta PP RI No. 68 Tahun 
1998 dan permasalahan zonasi mengacu 
pada SK Dirjen PHKA No. 28/IV-
Set/2012. Aturan menurut DKP di 
bawah Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) adalah UU No. 45 
tahun 2009 dan UU No. 1 Tahun 2014. 
Hal ini didukung oleh Satria et al. 
(2006) bahwa terdapat perbedaan 
persepsi antara Kemenhut dan KKP 
dalam memperhatikan konservasi dan 
melestarikan sumberdaya alam. KKP 
mengembangkan kebijakan konservasi 
dalam dasar perlindungan ekosistem  
yang memisahkan kawasan dan jenis 
satwa ke dalam kategori yang 
dilindungi dan tidak dilindungi. Jenis 
ikan juga diklasifikasikan ke dalam 
dilindungi dan tidak dilindungi dimana 
kawasan penangkapan ikan, musim dan 
ukuran ikan tidak dipertimbangkan 
dalam pengelolaan. Menurut KKP, 
konservasi laut merupakan hal yang 
mudah jika diperlakukan dengan cara-
cara tertentu karena KKP percaya 
bahwa pengelolaan daratan berbeda 
dengan pengelolaan laut. 
 
Persepsi Nelayan terhadap Pemegang 
Otoritas 
Pihak BTNKJ adalah pemegang 
otoritas yang melaksanakan tugas dalam 
mengelola kawasan TNKJ, baik di darat 
maupun laut. Tabel 4 menunjukkan 
bahwa persepsi responden terhadap 
pihak BTNKJ, yaitu BTNKJ tidak 
peduli terhadap masyarakat. Persepsi 
responden terhadap BTNKJ adalah 
BTNKJ memiliki kekuasaan dan 
wewenang yang kuat, tetapi belum 
mampu melibatkan masyarakat untuk 
bekerja sama dalam mengelola kawasan 
TNKJ karena hanya mengikutsertakan 
pihak-pihak tertentu saja, seperti 
pembentukan MMP. Pihak BTNKJ 
dianggap belum mampu 
memberdayakan masyarakat di sekitar 
kawasan TNKJ. Komunikasi yang 
dilakukan oleh BTNKJ masih terbatas 
pada program yang dijalankan, seperti 
ditunjukkan pada kampanye zona inti. 
Pihak BTNKJ yang bekerjasama 
dengan LSM WCS dan RARE 
menyampaikan pesan berupa informasi 
mengenai zona inti, namun masih 
kurang melibatkan partisipasi nelayan. 
Hasil penelitian Bennett dan 
Dearden (2013) mendukung temuan 
penelitian yang ditunjukkan oleh 
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pemegang otoritas di kawasan 
konservasi Thailand adalah Department 
of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation (DNP). Persepsi 
responden terhadap DNP adalah 
pengawasan DNP hanya di pulau-pulau 
saja, namun tidak terdapat pengontrolan 
di laut. Salah satu pihak LSM yang 
terdapat di kawasan tersebut 
mengatakan bahwa DNP salah dalam 
menggunakan otoritas. Pihak DNP tidak 
peduli dengan sumberdaya dan hanya 
bertindak seolah-olah memilikinya. 
Penelitian Trung Ho et al. (2012) juga 
menyatakan bahwa persepsi positif 
terhadap pemegang otoritas tergantung 
pada kebutuhan hidup yang dapat 
dipenuhi oleh pemegang otoritas. 
Komunitas lokal akan meningkatkan 
persepsi dan kesadaran mengenai isu 
lingkungan dan degradasi sumberdaya 
setelah mendapatkan pendidikan 
mengenai lingkungan dari pemegang 
otoritas kawasan konservasi.  
Tabel 4 Persentase persepsi 
responden nelayan terhadap 
pemegang otoritas TNKJ, 
Desa Karimunjawa, 2015 
Persepsi responden 
nelayan terhadap 
pemegang otoritas TNKJ 
Persentase 
(%) 
Tidak peduli terhadap 
masyarakat 
56.52 
Kurang peduli terhadap 
masyarakat  
39.13 
Peduli terhadap 
masyarakat 
  4.35 
Total    100.00 
 
Pihak BTNKJ sebagai pemegang 
otoritas mempersepsikan dirinya 
sebagai pengelola kawasan TNKJ yang 
menjalankan tugas untuk melindungi 
kawasan konservasi. Tugas yang 
dilakukan oleh pihak BTNKJ 
memerlukan dukungan dari masyarakat 
sekitar kawasan karena masyarakat turut 
mengakses sumberdaya yang ada di 
kawasan TNKJ, baik darat maupun laut. 
Akan tetapi, pihak BTNKJ selalu 
dianggap musuh oleh masyarakat yang 
tidak menyukai keberadaan BTNKJ. 
Sebagaimana diketahui, TNKJ telah 
terbentuk sejak tahun 1986 dan hingga 
saat ini, permasalahan yang terjadi 
antara BTNKJ dan nelayan terus 
berlanjut terutama hal yang berkaitan 
dengan pemenuhan hidup masyarakat 
sekitar kawasan TNKJ. Selain itu, LSM 
WCS turut membantu dalam 
mendukung pengelolaan kawasan TNKJ 
yang lebih efektif, meskipun LSM WCS 
berpihak kepada BTNKJ bukan kepada 
nelayan karena adanya kesepakatan 
kerjasama kemitraan sejak tahun 1997. 
 
Persepsi Nelayan terhadap Sanksi 
Sanksi diberikan pada pelanggar 
aturan. Tabel 5 menjelaskan bahwa 
persepsi responden terhadap sanksi 
termasuk kategori sedang sebesar 52.17 
%. Informasi mengenai sanksi 
didapatkan dari teman sesama nelayan, 
LSM WCS, BTNKJ, dan DKP bahkan 
ada yang melihat secara langsung 
pemberian sanksi.  Persepsi responden 
mengenai sanksi bahwa pemberlakuan 
sanksi ekonomi dan sanksi hukum 
sudah cukup efektif untuk dilakukan. 
Nelayan merasa ketakutan karena 
sanksinya bersifat tegas, nyata, 
mengikat, dan memaksa, sehingga tidak 
ingin melakukan pelanggaran terutama 
yang berhubungan dengan hukuman 
pidana. Para nelayan Karimunjawa 
masih memikirkan keluarga karena jika 
melakukan pelanggaran, maka merasa 
malu dengan lingkungan sekitar. 
 
Tabel 5 Persentase persepsi responden 
nelayan terhadap sanksi TNKJ, 
Desa Karimunjawa, 2015 
Persepsi responden 
nelayan terhadap sanksi 
TNKJ 
Persentase 
(%) 
Tidak efektif 28.26 
Cukup efektif 52.17 
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Efektif 19.57 
Total    100.00 
 
Persepsi BTNKJ terhadap sanksi 
adalah cukup efektif karena pelanggaran 
yang terjadi di sekitar kawasan TNKJ 
semakin berkurang. Para nelayan masih 
merasa takut jika tidak sengaja 
tertangkap oleh pihak BTNKJ atau 
MMP. Bila satu sampai dua kali 
tertangkap, hanya diberi peringatan atau 
hukuman ekonomi (denda dan atau 
penyitaan barang). Jika pelanggaran 
sudah sampai untuk ketiga kalinya 
tertangkap, maka akan dikenakan vonis 
hingga dibawa ke Semarang (sanksi 
hukum). Hal ini didukung dalam 
penelitian Arias dan Sutton (2013) 
bahwa nelayan komersial di Taman 
Laut The Great Barrier Reef percaya 
tentang hukuman bagi yang melanggar 
aturan jika tertangkap menangkap ikan 
di zona larang tangkap oleh pemegang 
otoritas, maka akan dilakukan penyitaan 
barang, peringatan, sidang pengadilan, 
atau bahkan dipenjara. 
 
 
 
Konflik akibat Perbedaan Persepsi 
Hubungan Karakteristik Sosial 
Responden terhadap Persepsi dalam 
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 
Peubah pada karakteristik sosial 
yang digunakan untuk uji korelasi Rank 
Spearman adalah umur, tingkat dalam 
pendidikan formal, dan pengalaman 
pengelolaan sumberdaya perikanan, 
sedangkan peubah pekerjaan sampingan 
dan asal daerah menggunakan tabulasi 
silang dengan uji Chi-square. Hasil uji 
statistik ditunjukkan pada Tabel 6. 
 
Tabel 6 Nilai koefisien korelasi karakteristik sosial menurut persepsi aspek pengelolaan 
sumberdaya perikanan di kawasan TNKJ, Desa Karimunjawa, 2015 
Peubah karakteristik sosial Zonasi Aturan Pemegang otoritas Sanksi 
Umur   0.311*    0.318*            0.423**     0.207 
Tingkat pendidikan formal   0.043    0.087          -0.028    -0.152 
Pengalaman mengelola 
sumberdaya perikanan 
  0.408**    0.381**            0.454** 0.334* 
Pekerjaan sampingan 1)   0.042    0.112            0.549     0.043 
Asal daerah 1)   0.604    0.377            0.106     0.330 
**nyata pada taraf α = 0.01; * nyata pada taraf α = 0.05  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Berdasarkan hasil uji statistik 
dengan menggunakan korelasi Rank 
Spearman (Tabel 6), diketahui bahwa 
terdapat hubungan nyata dan positif 
antara umur dan persepsi menurut 
zonasi (0.311) serta umur dan persepsi 
menurut aturan (0.318). Lalu, terdapat 
hubungan sangat nyata dan positif 
antara umur dan persepsi menurut 
pemegang otoritas (0.423).  Semakin 
rendah umur seseorang, maka semakin 
negatif persepsinya terhadap zonasi, 
aturan, dan pemegang otoritas. 
Hamilton (2012) menyatakan bahwa 
umur yang semakin tua pada nelayan 
Kamboja menunjukkan dukungan 
terhadap kawasan konservasi dan bagi 
nelayan di Filipina, umur tidak 
mempengaruhi persepsi terhadap 
kawasan konservasi. 
Pada pengalaman dalam 
mengelola sumberdaya alam, terdapat 
hubungan nyata dan positif antara 
pengalaman mengelola sumberdaya dan 
persepsi menurut sanksi (0.334). Selain 
itu, terdapat hubungan sangat nyata dan 
positif antara pengalaman mengelola 
sumberdaya perikanan dan persepsi 
menurut zonasi (0.408), pengalaman 
mengelola sumberdaya perikanan dan 
aturan (0.381), serta pengalaman 
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mengelola sumberdaya perikanan dan 
persepsi menurut pemegang otoritas 
(0.454). Semakin rendah pengalaman 
mengelola sumberdaya alam, semakin 
negatif persepsi para nelayan terhadap 
zonasi, aturan, pemegang otoritas, dan 
sanksi. Para nelayan yang belum lama 
melaut menyatakan bahwa tidak terlalu 
mempedulikan zona larang tangkap 
karena pernyataan nelayan bahwa ikan 
termasuk sumberdaya yang tidak akan 
habis. Penelitian Leleu et al. (2012) 
memberikan hasil yang berbeda bahwa 
semakin kurang lama dalam 
pengalaman menangkap ikan, semakin 
positif persepsinya tentang zona larang 
tangkap. Para nelayan Karimunjawa 
yang belum lama melaut mengakui 
bahwa aturan diperlukan, namun aturan 
yang ada saat ini terlalu banyak dan 
berlebihan. Begitupula dengan persepsi 
nelayan terhadap BTNKJ sebagai 
pemegang otoritas. Pihak BTNKJ 
belum terlalu mempedulikan kehidupan 
nelayan sekitar karena tugas utamanya 
untuk melindungi kawasan konservasi.  
Pada peubah tingkat pendidikan 
formal, diketahui bahwa tidak terdapat 
hubungan antara pekerjaan sampingan 
dengan persepsi terhadap zonasi, aturan, 
dan pemegang otoritas, dan sanksi. 
Begitupula pada peubah pekerjaan 
sampingan dan asal daerah yang 
diketahui bahwa tidak terdapat 
hubungan dengan persepsi menurut 
aspek pengelolaan sumberdaya 
perikanan di kawasan TNKJ 
berdasarkan hasil uji statistik dengan 
menggunakan korelasi Chi Square 
(Tabel 6).  
Menurut McClanahan et al. 
(2008), persepsi nelayan terhadap 
pembatasan pengelolaan dan manfaat 
hanya lemah berkorelasi dengan status 
sosial ekonomi penduduk desa, baik di 
dalam maupun di luar Taman Laut 
Pulau Mafia, Tanzania. Selanjutnya, 
McClanahan et al. (2014) 
mengungkapkan bahwa terdapat 
hubungan positif antara faktor sosial 
ekonomi (pengambilan keputusan 
komunitas, jumlah pekerjaan, dan lokasi 
daratan) terhadap persepsi keuntungan 
yang diterima dalam perbedaan pilihan 
pengelolaan. 
 
Hubungan Kepercayaan terhadap 
BTNKJ menurut Persepsi dalam 
Aspek Pengelolaan Sumberdaya 
Perikanan 
Peubah kepercayaan 
menggunakan uji korelasi Rank 
Spearman. Hasil uji tersebuut 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
sangat nyata, positif, dan kuat antara 
peubah kepercayaan dan persepsi dalam 
aspek zonasi, aturan, pemegang otoritas, 
dan sanksi (Tabel 7). Semakin rendah 
kepercayaan seseorang, maka akan 
semakin rendah persepsinya terhadap 
aspek zonasi, aturan, pemegang otoritas, 
dan sanksi. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Bennett dan Dearden (2013) 
bahwa terdapat hubungan kepercayaan 
mengenai pemenuhan kehidupan dan 
hasil konservasi dengan persepsi 
pengelolaan dan pemerintahan. 
 
Tabel 7  Hubungan tingkat kepercayaan terhadap BTNKJ menurut persepsi terhadap 
aspek pengelolaan sumberdaya perikanan di kawasan TNKJ, Desa 
Karimunjawa, 2015 
Peubah Zonasi Aturan Pemegang otoritas Sanksi 
Kepercayaan 0.465*** 0.490*** 0.581*** 0.673*** 
***nyata pada taraf α = 0.01 
 Persepsi merupakan inti dari 
komunikasi. Persepsi memerankan 
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peran yang penting dalam konflik, yaitu 
sebagai tujuan perselisihan (Lumsden 
dan Lumsden 2000 dalam Littlejohn 
dan Domenici 2007). Berdasarkan hasil 
yang telah dipaparkan, dapat diketahui 
bahwa terdapat konflik vertikal 
(perbedaan status sosial) antara nelayan 
Desa Karimunjawa dan BTNKJ. Dalam 
kasus ini masih dianggap memiliki akar 
yang dangkal dan muncul hanya adanya 
kesalahpahaman mengenai persepsi 
yang memunculkan konflik tertutup. 
Nelayan yang memiliki perbedaan 
persepsi dengan BTNKJ memiliki ciri-
ciri, seperti nelayan yang tempat 
tinggalnya berdekatan dengan kantor 
BTNKJ, nelayan yang tidak 
diikutsertakan dalam kegiatan BTNKJ, 
umur yang masih muda, dan 
pengalaman melaut yang masih kurang. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Media komunikasi sudah 
dipergunakan oleh pihak BTNKJ 
sebagai upaya untuk memberikan 
informasi kepada nelayan. Akan tetapi, 
para nelayan membutuhkan penjelasan 
lebih rinci dengan adanya penggunaan 
media tersebut. Tingkat kepercayaan 
responden nelayan terhadap pihak 
BTNKJ masih tergolong rendah. Hal ini 
dikarenakan komunikasi yang terjalin di 
antara BTNKJ dan nelayan dapat 
dikatakan tidak efektif karena pihak 
BTNKJ hampir tidak pernah berbaur 
dengan nelayan. Sebagian besar 
responden nelayan masih memiliki 
persepsi negatif terhadap pemberlakuan 
zonasi (merugikan), aturan (banyak dan 
terlalu ketat), dan pemegang otoritas 
(tidak peduli terhadap masyarakat 
nelayan).  
Perbedaan persepsi antara BTNKJ 
dan nelayan termasuk konflik vertikal 
(perbedaan kekuasaan) dan berdasarkan 
tipe konflik termasuk konflik tertutup 
yang bersifat tersembunyi dan perlu 
diangkat ke permukaan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara karakteristik sosial dan 
persepsi pengelolaan sumberdaya 
perikanan serta tingkat kepercayaan 
terhadap BTNKJ menurut persepsi 
pengelolaan sumberdaya perikanan. 
Oleh karena itu, ciri-ciri nelayan yang 
memiliki perbedaan persepsi, sehingga 
mampu menimbulkan konflik dengan 
BTNKJ adalah nelayan yang tempat 
tinggalnya berdekatan dengan kantor 
BTNKJ, nelayan yang tidak 
diikutsertakan dalam kegiatan BTNKJ, 
umur yang masih muda, dan 
pengalaman melaut yang masih kurang. 
Saran 
Implikasi dari adanya pengelolaan 
sumberdaya perikanan di kawasan 
TNKJ berupa zonasi, aturan, pemegang 
otoritas, dan sanksi, maka diperlukan 
upaya yang mengarah pada komunikasi 
interaktif antara BTNKJ dan nelayan 
agar terjadi persamaan persepsi. Pihak 
BTNKJ perlu mengkader nelayan tokoh 
muda sebagai liaison officer 
(penghubung antara satu pihak nelayan 
dengan pihak nelayan lainnya) untuk 
membangun hubungan kepercayaan dan 
jalinan kerjasama yang baik dengan 
nelayan-nelayan lain. Terkait kebijakan 
antara BTNKJ dan DKP, diperlukan 
pembahasan yang rinci sebelum 
disosialisasikan kepada nelayan, 
sehingga aturan yang disampaikan 
dapat diterima oleh nelayan dengan 
bahasa yang mudah dimengerti. 
Nelayan juga harus mampu mengubah 
persepsinya terhadap BTNKJ dengan 
berusaha memahami pekerjaan pihak 
BTNKJ sebagai pemegang otoritas. 
Selain itu, diperlukan peran LSM WCS 
dalam menyampaikan informasi 
mengenai pengelolaan sumberdaya 
perikanan untuk seluruh nelayan (tidak 
hanya nelayan tembak yang 
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menggunakan alat bantu kompresor 
yang diberikan informasi). 
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